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 (
BAB 
I 
 
PENDAHULUAN
)
 

 (
LATAR BELAKANG
)


Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten  dalam  Provinsi Jambi yang beribukota Kuala Tungkal, berdiri sejak pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965), dengan nama Kabupaten Tanjung Jabung. Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi Daerah  ( Otonomi Daerah ) , daerah diberi wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan Kabupaten Tanjung Jabung saat itu  memiliki wilayah yang sangat luas,  dengan jangkauan Kecamatan cukup jauh dari Ibukota Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung melakukan Pemekaran Kabupaten bersamaan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jambi.  Sejak Tanggal 4 Oktober 1999 Kabupaten Tanjung Jabung resmi di mekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1990  tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi, yaitu menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada posisi  sangat strategis   dalam perekonomian regional karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu  Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle (IMS-GT) dan akan  diperkuat dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2016, semakin  menjadikan  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura. 
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 (
B.
 
GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
)

1. Letak Wilayah Geografis 

[image: SIJORI ok.jpg]Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0º53’ – 01º41’ Lintang Selatan dan antara 103º23’ – 104º21’ Bujur Timur, dialiri Sungai Pengabuan dari hulu hingga ke hilir yang bermuara dan berbatasan
dengan Laut Cina Selatan, dengan menggunakan transportasi laut dapat menuju ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Negara Singapura. Dimana jarak kota Kuala Tungkal ke Singapura + 90 mil dengan waktu tempuh 3.20 jam, dengan daratan seluas 4.868,08 Km2 dan perairan  141,75 Km2 dengan batas - batas yaitu sebelah : 

Utara 	: 	Laut China Selatan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Selatan	: 	Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.
Barat	: 	Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo.
Timur	: 	Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Luas Wilayah 
 (
Kecamatan  Senyerang
Kecamatan  Tungkal Ilir
Kecamatan  Bram Itam
Kecamatan  Seberang Kota
Kecamatan  Betara
Kecamatan  Kuala Betara
)Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.009,82 Km2 atau + 9,38% dari luas Provinsi Jambi, Kab.Tanjung Jabung Barat terletak antara 0º53’ – 01º41’ Lintang Selatan dan antara 103º23’ – 104º21’ Bujur Timur, dan dibagi dalam 13 Kecamatan :
1. Kecamatan  Tungkal Ulu
2. Kecamatan  Merlung
3. Kecamatan  Batang Asam
4. Kecamatan  Tebing Tinggi
5. Kecamatan  Renah Mendaluh
6. Kecamatan  Muara Papalik
7. Kecamatan  Pengabuan
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




3. Topografi 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara Topografi alamnya berbentuk dataran tinggi dan sebahagian lagi merupakan dataran rendah, dimana tekstur tanahnya adalah sebagian tanah berlumpur karena dekat dengan laut dan sebagian lagi tanah kering, kemudian  beriklim tropis basah dengan variasi kecil tergantung kelembaban nisbi, dataran tinggi temperatur max 270 C, dataran rendah temperatur 320, Berdasarkan klasifikasi menurut Schmidt dan Ferguson, iklim di Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9º C, suhu udara maksimum mencapai 32º C dan suhu udara minimum 21º C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya.

4. Karakateristik Wilayah 


Sebagai Daerah yang terkenal dengan makanan lautnya “ Sea Food ” karena ujung daerahnya sangat berdekatan dengan laut dan berdekatan dengan jalur SIJORI (Singapore, Johor, Riau), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berpotensi sebagai Daerah Pelabuhan, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak di bangunan Pelabuhan mulai dari pelabuhan lokal sampai dengan pelabuhan Internasional seperti pelabuhan Roro. Disamping itu pada daerah bahagian daratnya terhampar tanah perkebunan yang sangat luas.
[image: ][image: Gambar terkait]
	








5.	Perekonomian dan Sosial Budaya
Perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada bidang – bidang tertentu seperti perekonomian, dapat dilihat dari  ketersediaan dan kualitas infrastruktur  fisik  dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk sarana dan prasarana, antara lain terlihat dari indek pembangunan manusia (IPM) yang relatif masih rendah sehingga  berdampak pada produktivitas kerja serta masih tingginya kesenjangan ekonomi yang diindikasikan dari angka pengangguran  dan jumlah penduduk miskin serta angka gini rasio yang relatif masih tinggi serta iklim investasi yang masih perlu dioptimalkan. Pada bidang Sosial Budaya yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat beragam karena penduduk yang berdomisilli dari bermacam suku seperti suku jawa, melayu, bugis, banjar, padang, batak,   dan penduduk asli jambi. Sebagian besar berbudaya melayu dan banjar yang berjalan secara Islami, karena di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mayoritas penduduknya beragama Islam.
6.	Keuangan Daerah (Anggaran)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Tahun 2017 memperoleh dan menggunakan Anggarannya secara Profesional, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan program – program sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.195.560.049.688,00- dengan rincian pendapatan sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah sebesar 	    Rp.   83.331.255.191,00-
2. Dana Perimbangan sebesar 	    Rp. 968.608.241.970,00-
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 	Rp. 143.620.552.527,00-

b. Anggaran Belanja 2017 sebesar	Rp.1.409.228.591.688,00,- yang terdiri dari :
1. Belanja tidak langsung sebesar  			Rp.651.720.514.806,00- 
2. Belanja langsung sebesar 	 			Rp.757.188.227.830,00- 

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota serta belanja tidak terduga. belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam APBD yang ditetapkan setiap tahunnya.
 (
C
.
 KELEMBAGAAN 
DAN PERSONIL
)
1. Kelembagaan 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah telah dibentuk pula Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian dibentuk pula dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 dengan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut  : 
1. Sekretariat Daerah	:	Tipe A
2. Sekretariat DPRD 	:	Tipe B
3. Inspektorat Kabupaten 	: 	Tipe A
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	:	Tipe A
5. Dinas Kesehatan 	:	Tipe A
6. Dinas Lingkungan Hidup 	:	Tipe A
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	: 	Tipe A
8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 	: 	Tipe A
9. Dinas Perkebunan dan Peternakan 	:	Tipe A 
10. Dinas Komunikasi dan Informatika 	: 	Tipe A
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	: 	Tipe A
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	: 	Tipe A
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	: 	Tipe B
14. Dinas Ketahanan Pangan	: 	Tipe B
15. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	: 	Tipe B
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	:	Tipe B
17. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 	: 	Tipe B
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 	: 	Tipe C
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	: 	Tipe C
20. Dinas Sosial 	:	Tipe C
21. Dinas Tenaga Kerja 	:	Tipe C
22. Dinas Perhubungan 	: 	Tipe C
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	: 	Tipe C
24. Dinas Perikanan 	:	Tipe C
25. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 	: 	Tipe C
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 	: 	Tipe A
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 	: 	Tipe A
28. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 	: 	Tipe A
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah 	:	Tipe B
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
31. Badan Penanggulangan Bencana
32. Kecamatan Tungkal Ilir 	: 	Tipe A
33. Kecamatan Tungkal Ulu  	: 	Tipe A
34. Kecamatan Batang Asam 	: 	Tipe A
35. Kecamatan Betara  	: 	Tipe A
36. Kecamatan Bram Itam  	: 	Tipe A
37. Kecamatan Kuala Betara 	: 	Tipe A
38. Kecamatan Merlung  	: 	Tipe A
39. Kecamatan Muara Papalik  	: 	Tipe A
40. Kecamatan Pengabuan 	: 	Tipe A
41. Kecamatan Renah Mendaluh  	: 	Tipe A
42. Kecamatan Seberang Kota  	: 	Tipe A
43. Kecamatan Senyerang  	: 	Tipe A
44. Kecamatan Tebing Tinggi  	:	Tipe A

	
2. 	Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun  2017  berjumlah  4.689  orang seperti pada Grafik 1, Grafik 2 dan Grafik 3.






 (
D
.
 
MAKSUD DAN TUJUAN
)


Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni Kepemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. 

Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat. Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas incremental budgeting siytem seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan budget line system harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistem AKIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 yang memiliki tujuan esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sector publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan, dan sasaran strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh. 

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program / kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud AKIP. AKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu : 

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. 	Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
 
Dalam AKIP ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2017. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator.
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 (
E
.
 
SISTEMATIKA PENULISAN
)

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupten Tanjung Jabung Barat  menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut : 
· 
· Bagian Sampul dan Pengantar  berisi  sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan Ringkasan eksekutif.
 
· Bab I Pendahuluan
berisi latar Belakang yang menyajikan isu strategis, kelembagaan dan sumber daya aparatur yang mendukung penyelenggaraan isu strategis, anggaran dan sitematika pelaporan.
 
· Bab II Perencanaan Kinerja
menyajikan ringkasan rencana stratetgis dan rencana / perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017.
 
· Bab III Akuntabilitas Kinerja 
berisi capaian kinerja Pemda Tanjung Jabung Barat dan Realisasi Anggaran. 
 
· Bab IV Penutup
berisi simpulan kinerja tahun 2017  dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. 
Grafik 1. Proporsi SDA berdasarkan Golongan

Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	7.0377479206654124E-3	0.26146299850714438	0.52143314139474195	0.21006611217744151	

Grafik 2. Proporsi SDA berdasarkan Eselon

Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon V	0	4.429530201342282E-2	0.21073825503355706	0.73825503355705735	6.7114093959733875E-3	
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